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DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM SEBUAH PERKARA 




Disparitas pidana (disparity of senlencing) adalah penerapan pidana yang tidak 
sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (same 
offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat 
diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.Disparitas pidana akan 
berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan correction administration, yaitu 
terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban 
the judicial caprise  dan kemudian akan menjadikan terpidana jadi tidak 
menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan 
salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan 
demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang di jatuhi pidana 
yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding. 
 
Kata Kunci: Disparitas Putusan Pengadilan, Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan 




The disparity of senlencing is the unequal or unequal criminal application of a 
judge to a crime of the same offense or to criminal offenses whose comparable 
nature of harm is justified without justifiable justification. Criminal discrimination 
shall be fatal, when associated with a correction administration, that is, convicted 
after comparing criminal offenses and then feels victim to the judicial caprise and 
then will make the convict become disrespectful of the law, whereas respect for 
the law is one of the targets in the purpose of crime. It can even lead to 
demoralization and anti-rehabilitation attitudes among convicts who are heavier 
criminals than others in comparable cases. 
 
Keywords: Court Decision Disparity, Forms of Disparity Decision of Narcotics   
Crime, Factors Cause Occurrence of Disparity 
 
1. PENDAHULUAN 
Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam 
generasi muda bukan hanya di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia. 
Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu 
pengetahuan memang dapat di nikmati manfaatnya oleh  para ilmuan yang 
propesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusaan dan 
kemaslahatan umat di barengi dengan pengunaan untuk keperluan yang cenderung 
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distkruptif bahkan distruktif sekali. Sehingga dalam hal ini telah terjadi 
penyalahgunaan terhadap narkotika. 
Menurut Soedjono D, S.H., khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan 
narkotika menjangkau msayarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar awal 
tahun 1970 awal tahun 1971, masyarakat di kejutkan dengan berita-berita mass 
media tentang terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
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Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai 
dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah euphoria delirium, 
hailucation, weakniss dan drowsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat 




Adapun yang dimaksud narkoba dalam UU No 35 tahun 2009 tentang 
narkotika pasal 1 ayat (1) poin 1 adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman,baik sintestis maupun semi sintetis, yang dapat 
mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 
dapat di bedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-
undang ini”.  
Adapun hubungan penyalahgunaan narkotika dengan kriminalitas,jelas 
tidak mudah dikaji dalam kerangka hubungan kausalitas semata. Dan untuk 
mempelajari hubungan antara keduanya harus dilihat karir pelaku mulai dari 
proses perkembangan sebagai pemakai eksperimental, pemakai sesekali saja dan 
pemakai haditual sampai ketahap berhenti sebagai pemakai sehingga dapat 
dijawab pertanyaan “apakah penyalahguaaan narkotika yang mengawali 
terjadinya kriminalitas atau sebaliknya?”. 
J.Matt mengemukakan dalam hubungan itu bahwa korelasi antara obat 
bius dan kriminalitas tergantung pada sejumlah faktor antara lain seberapa sering 
dan pada usia berapa pemakai diketahui atau ditindak oleh lembaga-lembaga 
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Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku 
tindak pidana selalu di perbincangkan dan di perdebatkan oleh masyarakat. 
Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross 
dalam bukunnya “On Guil Responsibillity And Punisment” ada dua tujuan 
pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan 
kedua terhadap perbuatan para pelaku.
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Alf Ross mengambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih 
ditunjukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal 
itu merupakan sebuah konsekuwensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku 
bias menyadari pebuatanya yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi serta 
mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.
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Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan 
pidana yang berbeda. Kondisi ini di persepsikan oleh publik sebagai bukti tidak 
adanya keadilan (social justice) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus 
akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri. Dari sini akan nampak 
suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakan 
hukum dan keadilan?. 
Secara Umum Disparitas pidana (disparity of senlencing) adalah 
penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap 
tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang 
sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah. 
Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan 
correction administration, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana 
kemudian merasa menjadi korban the judicial caprise  dan kemudian akan 
menjadikan terpidana jadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan 
terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan 
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 Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi 
di kalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di 
dalam kasus yang sebanding. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana narkotika? (2) Bagaimana Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Pidana 
Hakim Dalam tindak Pidana Narkotika? (3) Faktor apa yang menyebabkan 
terjadinya disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak 
pidana narkotika? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi 
dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana narkotika. (2) Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Disparitas 
Putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak pidana narkotika. (3) 
Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan 
hakim Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana narkotika. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan 
wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan 
baik mengenai disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana 
narkotika (2) Manfaat Bagi Pribadi Penulis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di 
bidang hukum, khususnya mengenai disparitas putusan pengadilan dalam perkara 
tindak pidana narkotika. (3) Manfaat Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan 
pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan 
pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga 
masyarakat agar menjauhi dari narkotika. 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu kajian yuridis terhadap putusan 
majelis hakim setelah vonis di jatuhkan oleh pengadilan negeri. Penelitian ini 





mendasarkan diri pada praktek (law in action) dan dokumen-dokumen hukum 
yang ada di indonesia. 
 
2. METODE 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan deskriptif ini pada 
umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 
terhadap suatu obyek tertentu.
7
 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 
mendeskripsikan mengenai disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak 
pidana narkotika. 
Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkoba 
Penyalahgunaan narkoba sudah bukan menjadi rahasia umum lagi dewasa ini. 
Banyak generasi muda bahkan tua menjadi pengguna juga pengedar. Data 
yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang periode 
antara Januari – Juni 2017 terdapat sebanyak 423 kasus, 597 Tersangka (5 
WNA dan 592 WNI).
8
 Dari data tersebut, dapat dilihat jika saat ini Indonesia 
memasuki status siaga narkoba. Kasus narkoba termasuk di dalam kasus yang 
extraordinary crime yang membutuhkan peraturan yang mengatur khusus 
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diluar KUHP untuk itu Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dibentuk. Ancaman untuk pengguna dan pengedar narkoba di dalam 
undang-undang tersebut diatur di dalam Pasal 111 – 148. 
Dalam menyelenggarakan peradilan Hakim mempunyai tugas 
menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa Hakim dalam 
memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan 
perundangundangan yang sedang berlaku dengan perkataan lain hakim harus 
selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.  
Dasar pertimbangan Hakim ini merupakan langkah dan musyawarah 
antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian 
menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus 
dilakukan oleh Hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 
25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menyebutkan bahwa: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan 
dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari 
perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili”.  
Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan semua 
perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar 
untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan 
dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut.  
Dalam sebuah Putusan dengan Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN.Skt di 
Pengadilan Negeri Surakarta, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 
Wahyudi bin Alm. Rabiman dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 ayat 
(1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. 
Majelis Hakim awalnya mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu 
Pasal 112 ayat (1), akan tetapi unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Selanjutnya 
Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) 
huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 
tersebut unsur-unsurnya adalah setiap penyalahgunaan narkoba golongan I dan 
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bagi diri sendiri. Dasar pertimbangan hakim sesuai fakta persidangan adalah 
terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara melawan hukum dan tanpa 
hak. 
Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa 
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang merusak moral 
dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba. Sedang 
hal yang meringankan terdakwa adalah pengakuan bersalah dan tidak akan 
mengulangi serta selama persidangan berlangsung terdakwa selalu bersikap 
sopan. Putusan yang dijatuhkan hakim untuk perkara ini adalah : Menyatakan 
terdakwa Wahyudi bin Alm. Rabiman terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi 
dirinya sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika), Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana 
penjara selama 2 (dua) Tahun. 
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana 
narkoba dengan Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2017/PN.Skt, pada kasus ini, 
jaksa penuntut mendakwa dengan dakwaan subsidair. Yakni Pasal 112 ayat (1) 
dan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika 
Majelis Hakim mempertimbangkan unttuk membuktikan kebenaran 
materiil dari dakwaan subsidair yakni pasal 112 ayat (1). Pasal ini terdapat 2 
unsur yakni: 
Barang siapa 
“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.” 
 
Terhadap unsur delik ini, Majelis Hakim menyatakan jika semua unsur 
terbukti dan terpenuhi. 
Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya adalah hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa 
adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
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untuk memberantas narkoba dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam 
memberantas narkoba. Sedang hal yang meringankan terdakwa adalah 
pengakuan bersalah dan tidak akan mengulangi serta selama persidangan 
berlangsung terdakwa selalu bersikap sopan. 
Dari semua fakta yang terungkap dipersidangan, hakim menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUNI Binti 
SUKIRNO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai 
Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
TRI WAHYUNI Binti SUKIRNO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) 
tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah), Memerintahkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa 
menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 
3.2 Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Pidana Hakim Dalam tindak Pidana 
Narkotika 
Disparitas Hakim adalah berarti perbedaan. Demikian arti dari disparitas yang 
dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, disparitas 
menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yakni Equality Before The 
Law. Di bidang profesi Hakim, ketika akan menjatuhkan sebuah putusan, 
disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada 
hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan. Karena fakta yang 
terungkap dari masing-masing perkara itu berbeda-beda. Disparitas majelis 
hakim dalam perkara tindak pidana narkoba, jika dalam pemeriksaan perkara 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka hakim 
berpatokkan pada peraturan yang telah diatur untuk memberikan hukuman 
penjara selama diantara paling singkat atau paling lama. 
Di bidang profesi Hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas 
adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada Hakim untuk 
memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa 
saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan 
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diberikan kepada Hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara 
berbeda dengan perkara yang lain. 
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. 
Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. 
Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara 
yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama 
menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), 
bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.  
Disparitas putusan hakim ini terjadi juga pada perkara tindak pidana 
narkotika. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-
undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara 
selama di antara paling singkat atau paling lama. 
Sebagai contoh sanksi pidana yang disebut dalam contoh kedua 
putusan yaitu Nomor 410/Pid.Sus/2017/PN.Skt  dan Nomor 
419/Pid.Sus/2017/PN.Skt. 
Jika dilihat dan dipahami, dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap contoh kasus di atas, menghasilkan putusan 
yang berbeda dan pasal yang menjadi dasar putusan juga berbeda. Di putusan 
419/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdakwa hanya dijatuhi putusan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun. Sedangkan dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2-
17/PN.Skt, perbedaan terlihat bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 
(empat) tahun dan adanya pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 delapan ratus 
juta rupiah) atau subsider kurungan 1 (satu bulan).  
3.3 Faktor Terjadinya Disparitas Hakim dalam Memutus Perkara Pidana 
Narkotika 
Disparitas putusan hakim pidana addalah masalah yang telah lama 
menjadi pusat perhatian dikalangan para akademisi. Disparitas putusan 
dianggap sebagai isu yang menggangu dalam sistem peradilan pidana terpadu. 
Dan praktek disparitas sendiri tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan 
di banyak Negara. Hal ini dapat menggangu pandangan masyarakat terhadap 
peradilan. Disparitas juga dapat dipandang sebagai wujud ketidakadilan yang 
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mennggangu. Dalam bukunya yang berjudul Sentencing and Crminal Justice, 
Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tidak dapat 
dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara 
pidana. Dibutuhkan pedoman pidana untuk mengawal disparitas karena itu 
termasuk dalam diskresi hakim yang mudah diintervensi. KUHP sebenarnya 
sudah memuat berbagai pedoman seperti Pasal 14a, Pasal 63-71 dan Pasal 30. 
RUU KUHP yang sudah memuat pedoman pidana wajib 
dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu 
kesalaan pembuat pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Apakah 
pidana dilakukan berencana, sikap batin pembuat pidana, dan cara melakukan 
tindak pidana. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh M. Friedman 
dalam bukunya Soerjono Soekanto yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum 
(2010) mengatakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan yang tersusun 
dari 3 unsur yaitu: 
- Struktur 
Struktur adalah keseluruhan institusi penegak hukum berserta aparatnya  yang 
mencakup kepolisian dengan para polisinya. Kejaksaan dengan jaksa, dll. 
- Susbtansi 
Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, 
baik yang tertulis maupun tidak, termasuk petikan putusan pengadilan. 
- Kultur hukum 
Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan bertindak dari 
aparat hukum maupun dari masyarakat. Upaya untuk menciptakan supremasi 
hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga negara dengan pembagian 
kekuasaannya yang berprinsip Check and Balance dalam melaksanakan 
pemerintahan tetapi juga merupakan supremasi hukum di Negara. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim melakukan disparitas dalam 
menjatuhkan pidana kasus narkotika adalah penyalahgunaan narkotika  yang 
semakin meningkat dan sulit diberantas. Didasari oleh keprihatinan terhadap 
penyaahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik 
membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena 
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sasaran peredarannya seluruh lapisan masyarakat. Hakim didalam mengadili 
sebuah perkara pidana melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa 
dan memutus perkara pidana berdasarkan asas jujus, bebas dan tidak memihak 




Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba 
Dalam sebuah Putusan dengan Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN.Skt di 
Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan 
kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. Pasal tersebut unsur-unsurnya adalah setiap 
penyalahgunaan narkoba golongan I dan bagi diri sendiri. Dasar pertimbangan 
hakim sesuai fakta persidangan adalah terdakwa menggunakan narkoba 
tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak. 
Putusan yang dijatuhkan hakim untuk perkara ini adalah : 1) 
Menyatakan terdakwa Wahyudi bin Alm. Rabiman terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika 
golongan I bagi dirinya sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). 2) Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. 
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana 
narkoba dengan Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2017/PN.Skt, Majelis Hakim 
mempertimbangkan unttuk membuktikan kebenaran materiil dari dakwaan 
subsidair yakni pasal 112 ayat (1). Pasal ini terdapat 2 unsur yakni: 1) Barang 
siapa; 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 
atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Terhadap unsur delik 
ini, Majelis Hakim menyatakan jika semua unsur terbukti dan terpenuhi. 
Dari semua fakta yang terungkap dipersidangan, hakim menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUNI Binti 
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SUKIRNO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai 
Narkotika Golongan I bukan tanaman”. 2) Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa TRI WAHYUNI Binti SUKIRNO dengan pidana penjara selama : 4 
(empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus 
juta rupiah). 3) Memerintahkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 
terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 
Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan Pidana Hakim Dalam tindak Pidana 
Narkotika 
Sebagai contoh sanksi pidana yang disebut dalam contoh kedua 
putusan yaitu Nomor 410/Pid.Sus/2017/PN.Skt  dan Nomor 
419/Pid.Sus/2017/PN.Skt. 
Jika dilihat dan dipahami, dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap contoh kasus di atas, menghasilkan putusan 
yang berbeda dan pasal yang menjadi dasar putusan juga berbeda. Di putusan 
419/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdakwa hanya dijatuhi putusan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun. Sedangkan dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2-
17/PN.Skt, perbedaan terlihat bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 
(empat) tahun dan adanya pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 delapan ratus 
juta rupiah) atau subsider kurungan 1 (satu bulan).  
Faktor Terjadinya Disparitas Hakim dalam Memutus Perkara Pidana 
Narkotika 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim melakukan disparitas dalam 
menjatuhkan pidana kasus narkotika adalah penyalahgunaan narkotika  yang 
semakin meningkat dan sulit diberantas. Didasari oleh keprihatinan terhadap 
penyaahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik 
membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena 
sasaran peredarannya seluruh lapisan masyarakat. Hakim didalam mengadili 
sebuah perkara pidana melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa 
dan memutus perkara pidana berdasarkan asas jujus, bebas dan tidak memihak 
menurut cara yang diatur undang-undang.  
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Perbedaan putusan atau disparitas putusan yang terjadi dapat 
disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang dihadapkan kepada hukum. 
Kalau memperhatikan contoh putusan 410/Pid.Sus/2017/PN.Skt dan 
419/Pid.Sus/2017/PN.Skt adalah 2 perbuatan yang berbeda sehingga hakim 
dalam menjatuhkan putusan meskipun perbuatannya sama yakni 
menyalahgunakan narkotika. 
4.2 Saran 
Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: 
Pertama, Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama 
bahwa penyalah gunaan adalah korban, mereka adalah orang sakit yang harus 
disembuhkan. Selain itu juga, Hakim harus lebih mengedepankan asas 
Keadilan Hukum daripada asas Kepastian Hukum serta progresif dalam 
melihat dan memutuskan perkara pidana. 
Kedua, Diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat 
para Hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang 
penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga 
tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada 
peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi 
atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan 
disparitas pemidanaan yang mencolok. 
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